REPUBLIK INDONESIA

No.975, 2012 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Kewenangan
Keuangan. Gubernur. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS
DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3A ayat (4)
dan Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Propinsi perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Propinsi. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN
KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI.

BAB I
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubernur guna
mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas
serta kegiatan instansi vertikal di provinsi, antara instansi vertikal
dengan SKPD provinsi, antar kabupaten/kota di wilayahnya, serta
antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya
yang dilakukan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah.

3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya
yang dilakukan oleh gubernur untuk menjamin agar pemerintahan
daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
Gubernur dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu.

6. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah yang antara lain terkait dengan
menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan ideologi
Pancasila dan kehidupan demokrasi, menjaga kerukunan antar umat
beragama, dan memelihara stabilitas politik.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJMN Nasional III
Tahun 2015-2019, dan RPJMN Nasional IV Tahun 2020-2024.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
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untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

13. Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah
kerja gubernur.

14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki kemampuan dan kompentesi dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai wakil
pemerintah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
bidang tertentu di daerah provinsi.

16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Gubernur adalah Kepala Daerah otonom provinsi yang karena
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi yang bersangkutan.

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil
pemerintah di wilayah provinsi dibantu oleh sekretaris gubernur.
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(2) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex
officio dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.

(3) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
operasional dibantu oleh kelompok kerja.

(4) Sekretaris gubernur dan Pokja membantu tugas Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah.

BAB 1II
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Sekretaris Gubernur
Pasal 3

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. fasilitasi koordinasi dengan dan antar instansi vertikal, dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan antar pemerintah
kabupaten/kota di wilayahnya;

b. fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan
dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di provinsi
dan tugas pembantuan dan urusan bersama di kabupaten/kota
diwilayahnya;

c. fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan dan
pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten/Kota;

d. fasilitasi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk
pengamalan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; dan

e. fasilitasi menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan dan
stabilitas politik di daerah.

Pasal 4

Sekretaris Gubernur, dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana dan program Kkerja pelaksanaan
koordinasi;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
antara pemerintah daerah provinsi dengan dan antar instansi vertikal
di wilayahnya;

www.djpp.depkumham.go.id



